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ABSTRAK 

Kajim1 Ymi dis Tentang Tembak Di Tempat Oleh Pctugas Kepoli sian Terhadap Tersangka 
Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah 

(Studi Penelitian Polresta Medan) 

Oleh 
Wijatmoko 

08.840.0103 

Dalam menghadapi tersangka yang bersifat tiba-tiba Kepolisi dituntut untuk segera 
mengambil tindakan, dimana tindakan diambil sesuai dengan penilaiannya sendiri. 
KewenaJlgan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh 
Kepolisian diantaranya adalah tembak cli tempat. Namun yang menjadi masalah apakah dalam 
pelaksanaan tembak di tempat telab sesuai -deugau prosedur dan tidak bertentangan dengan 
pemndang-undaJlgan lain yang berlaku karena dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan 
Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004TentaJlg Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum 
KUHAP dikenaJ asas praduga tak bersa1ah bagi tersangka. Spesifikasi penelitian ini bersifat 
deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang manusfa, keadaan atau geja1a-gejala tertentu. Metode pene]itian ini 
menggunakan metode penelitian yuridis nonnatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka 
yang mempakan data skunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. 
Seluruh data dianalisis secara ymidis kualitatif yaitu data yang telaJ1 diperoleh disusun secara 
sistematis dan ditarik. suatu kesimpulan. Prosedur tembak ditempat pada Pasal 48 huruf b 
Per:kap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusfa 
Dafam P.enyeleu.ggaraan Tugas KepoJisfan Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa 
petugas Kepolisian hams memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan 
dirinya sebagai petugas, memberi perintah untuk berhenti; mengangkat tangan; daJl 
meJetakkan senj ata, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi, memberikan 
tembakan peringatan yang selanjutnya tembak ditempat oleh petugas Kepolisian apabila cara 
tersebut tidak dipantlti oleh tersangka 

Kata Kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, Prinsip Dasar Penegakkan Hukum, Tembak 
Ditempat. 
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ABSTRACT 

Juridical Study About Shoot In Place By Police Officer Against Snspect Linked With The 
Presumption oflnnocence Principle 

(Research Study Polresta Medan ) 

By 
Wijatmoko 

08.840.0103 

In the face of the suspect who is suddenly Kepolisi required to immediately take action, where 
action is taken in accordance with his own judgment. This authority is written in Article 18 
paragraph (l) of Law No. 2 of2002 on the Indonesian National Police. One of the actions that 
can be peifonned by police firing them is in place. However, the problem is in the 
implementation of a gunshot in accordance with the procedures and do not conflict with other 
legislation applicable as in Article 8 Judicial Authority Act No. 4 of2004Tentang Judicial 
Power and General Explanation of the Criminal Code known as the presumption of innocence 
for suspects, Specifications This is a descriptive analytical study, a study that aims to provide 
data as accurately as possible about the human condition or specific symptoms. This research 
method using nonnative juridical research method that is by researching library materials is a 
secondary data and also called legal research literature. All data were analyzed by juridieal 
qualitative data have been obtained systematically compiled and drmvn a conclusion. Firing 
procedures in place at the Article 48 letter b Perkap No. 8 of2009 on Implementation 
Principles and Standards of Hwnan Rights in the Implementation of the Indonesjan National 
Police Task mentioned that police officers must give a clear warning by way of mentioning 
himself as an officer, giving orders to stop; raise hands; and laid down their anns, to give 
sufficient time for the warning to be obeyed, giving warning shots were subsequently shot by 
police officers in place if ways are not complied with by the suspect. 

Keywords : presumption of nmocence , Basic Principles of Law Enforcement, Shoot In Place 
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J .1. La tar Bclakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Kepolisian merupakan salah satu instih1si negara sebagai lapisan terdepan 

penjaga rnasyarakat, harnslah terdepan pula rnempertahankan integritas moraJ, 

dan dengan landasan moral seyogyanya hukum ditegakkan. Polisi sebagai 

penegak hukmn sebagai bagian daii tugas pokoknya. Sehubungan dengan 

pelaksanaan tugasnya yang cuk-up berat dan cenderung tugas-tugasnya yang 

dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu 

mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang 

nyata. 

Dalam seti<lp melakukan tindakan Polisi mempunyai kewenangan 

be11indak menurnt penilaiannya sendiri ha! ini yang sering disalahgunakan oleh 

okmnn auggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (l) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berisi : 

"Untuk kepentingan wnum pejabat Kepolisian Negara Republik .Indonesia 

dalam me]aksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menumt 

penilaiannya sendiri ." 

Pasal ini dapat disebut dengan kei.venangan di sk.resi, dalam penerapan di 

lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan temba.k diternpat terJrndap 

tersangka. Pada da samya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka 

bersifat situasional, ya itu berdasarkan pada Prinsip Proporsionalitas dalam 

1 
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penanggulang<m kekerasan dan senjata api haru s diterapbm pada saat keadaan 

te11entu. Poli si dalam menangani kasus yang bersifa t individual , sehingga 

diperlukan tindakan individual pula . Berdasarkan karakter propesi yang sepel1i 

itu , Kepolisi an memberlakukan prin sip atau asas diskresi. Di bawah prinsip ini , 

seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri , 

berdasarkan pertimbangan individual. Contohnya : Prinsip tmtuk melalmkan 

penembakan terhadap musuh "dalam operasi Palisi, menembak bertujuan untuk 

melumpuhkan musuh, dimana musuh adalah tindakan kejahatan" 

Seorang Palisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan 

sendi1i, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan m1tuk 

"menank pelahik" atau "tidak menarik pelatuk'' maka anggota Palisi yang 

bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya. 

Menurut Sutanto dal am bukunya Jvfenejemen lnvestigasi berpendapat : 

"Penerapan atas asas diskresi tidak semudah teori , terntama berkaitan 
dengan pertanggun gjawaban pasca tindakan. Seorang poli si yang 
mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka .kemudian 
harus mempe1tanggung jawabkan keputnsan jtu kepada atasannya dan ia 
hams dapat memberikan alas an mengapa perlu menernbak tersangka. 
Tetapi 1mmgkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang Polisi 
tidak meJakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran 
atau dalam situasi lain dimaillt ia tidak menembak. padahal seorang 
p enjahat mengancam nyawa oamg lain dengan senjata, dalam ]Jal ini, ia 
tetap hams mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak 
menarik pelaruk senjatanya". 1 

.Adaplm penge11ian cfokrcsi Keµolisan rne1wrut I homas J Aaron adalah : 

"Suatu wewenang yang diberikan kepada Poli si,untuk mengambil 

kepntusan dalam situasi tertentu yan g membutuhkan pertimbangan sendiri dan 

1 Sul;mlo . . \fmul)e11H'11 lnH·srigosi . Pcnsil J2~ . Jak;:u1<.L 20fl8. him. 75. 
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menyangkut masalah moral, sert<I terletak dalam garis batas antara lmkum dan 

moral" . 2 

Pada dasamya penggunaan senjata api oleh anggota Polisi dalam 

111ena11ggap1 pelanggar huknm ada ketantuan-k etentuan yang mengaturnya. 

Berkaitan dengan masalah senjata api, J. M. Van Bemmelen dalam bukunya yang 

berjudu1 Hukmn Pidana 3, berpendapat sebagai berikut : 

"Polisi tidak boleh menembak, apabila kasus atau peristiwa tersebut dapat 

ditangani dengan tanpa senjata api atau dengan tangan, dan dia tidak boleh 

menembak apabila seorang pelanggar lalu lintas yang ringan me1arikan 

d 
.. ,,3 
m . 

Untuk mencapai sasaran penegakkan hukum, gerak langkah serta tindakan 

para penegak hukum disesuaikan dengan dasar falsafah negara kita yakni 

Pancasila. Salah satunya dapat dilihat daJam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hnkmn Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakirnan, yang memberikan perlindungan terbadap harkat 

dan martabat manusia. Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan 

martabat manusia yang terdapat didalam Undang-undang ini adalah perlindungan 

terhadap asas praduga tak bersalah, yang pengatu.rannya terdapat dalam 

penjeJasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasa.l 8 

Undang~Undang Nomor 4 Talmn 2004. Penjelasan point ke-3 sub c Undang-

Undang Nomor 8 Tahun I 981 be1isi : t\ .A f" 

Setiap orang yang disangka , ditm1gkap, ditahan, dituntut, dan <1tau 
di.hadapkao di muka sidang pengadilan , wajib dianggap tidak bersalah 

2 Sirompul, Bebempo Tugns dan l'eronan i'olri. CV Wa n1hv Java. J:ikarta 2000, him. 2. 
3 lh id, him 86 . 

3 
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sampai adanya purusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
rnernperoleh kekuatan hukum yang tetap . 

Pasal 8 Undang-UndangNomor4 Tahun2004 beri.si: \ti,lU?(/\J.-vt ic-el'l-lu 1vio"'I 

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditah<rn, dituntut , dan/atau 

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada 

putusan pengadilan yang rnenyatakan kesalahannya dan teJah memperoleh 

kekuatan hukum tetap" . 

Isi dari ketentuan tersebut pengertiannya sama, yakni ketentuan ta.di 

memberikan asas praduga tak bersalah. Dengan adanya asas ini, maka hak asas.i 

seorang tersangka hams dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai manusia. 

Dalam refonnasi hukmn di Indonesia dalam menerapkan asas praduga tak 

bersalah adalah pada legal guilt bukan padafactual guilt. Na.mun demikian dalarn 

berbagai kasus pidana yang menimpa para penyelenggara negara kita, dengan 

memahami asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah secara .hakiki, 

maka logikanya hams dibalik, para penyelenggara negara yang terlibat perkara 

pidana harus mampu memberikan teladan melalui menon-aktifkan diri dari 

jabatannya sampai ada puhisan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.4 

Tindakan Polisi <la.Jam apli.kasi empiris adalah saJah sarn benrnk purusan 

Pohsi dari mente:rjemah.kan Undang-undang, kemudian diterapkan di lapangan 

dalam tindakan nyata adalah salah sani realitas lmkum. Lain Jagi dengan ftlngsi 

Polisi dibidang reserse yajtu bagian penegakan hukum di bidang laiminal, Jrn.1-hal 

yang tidak diinginkan secarn aka] sehat ditemni di lapangan yang menuntut Polisi 

4 
Chryshnanda DL. Pradug a 1:,.,k ber.rn/nh. 1:·w11·. dfwrano-las1arva. org. 

4 
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segera be1iindak, pilihan tindakan sepenulmya berada ditangan Polisi sebagai 

pengambil kebijakan den gan menimbang-nimbang kebijakan y~ng tepat sesuai 

dengau kekuasaan diskresi-fungsio11al Kepolisian yang diberikan pada Potisi. 

Prosedur pcnggunaan senjata api secara formal tel ah diatrn Namun, apakah dalam 

pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak bertentangan 

dengan perundang-Wldangan Jain yang berlaku. T entu dalam prosedur fonnal 

menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, akan 

tetapi kebijakan di lapanga.i1 sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang 

Polisi Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan infonnal di Satuan kerja 

Polri, mnpamanya yang bersifat situasional. Yaitu penggunaan senjata api serta 

eksekusi ta.npa proses hukum semesti.nya. Misalnya perintah "tembak di tempat" 

terhadap pelanggar hokwn pada setiap hari raya nasional. Juga perintah sernpa 

ditujukan pada para pelaku tindak pidana kategori residivis yang tertembak atau 

sadis dalam melakukan kejahatannya . Maka dari itu penulis beranggapan perlu 

untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Kajian Yuridis 

Tentang Tembak Di Tempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka 

Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah" 

1.2. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dinraikan di atas, penulis 

meng1dentifikasikan masalah-masaJah yang akan diteliti : 

I. Prosedur tentang pengambilan suatn kepntusan tembak di tempat terhadap 

pelaku tindak pidana menurnt Undang-Undang Kepohsian. 

5 
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2. Tindaka11 tembak di tempat "bleh Kepolisian dikaitkan dengan Asas Praduga 

Tak Bersalah da]am Kitab Undang-Undang Hukumm Acara Pidana. 

3 , Upaya yang dapat dilakukan untnk mengontrol tindakan tembak di tern.pat 

agar tidak bc1tentangan dengan Hak Asasi Manusia . 

l.J~Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan 

tidak menyirnpang dari sasaran pokok penelitiat1. Oleh karena itu, penulis 

rnemfokus.kan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi 

mengeni keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut : 

Undang-Undang Kepolisian, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undat1g

Undang Hukumm Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia 

1.4.Perumusan lVIasalah 

Pen1musan masalah mernpakan langkah yang paling penting dalam 

penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan daJam 

pelaksanaan penelitian. Berdasarkan 1m1salah yang dijadikan fokus penelitian, 

masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut : 

l . Apa saja prosedur tentang pengambilan suatu keputusat1 tembak di tempat 

terhadap pelaku tindak pidana meourut Undang-Undang Kepolisian 

" Bagaimana tindakan tembak di tempat bila clikailka11 dengan Asas Praduga Tak 

Bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukumm Acara Pidana 

3. Bagaimana upaya yang dapat dila.knkan untuk mengontroJ tindakan tern bak di 

iempat agar tidak bertenta.ngan dengan Hak Asasi Ivlanusia 

6 
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1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.5.1. Tujuan Pcnclitian 

1. U11tuk mengetalrni bagaimana cara pengambilan suatu keputnsan tembak di 

tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian 

dikaitkan dengan Asas P.raduga Tak Bersalab dalam Ki tab Undang-Undang 

Hukumm Acara Pidana. 

3. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan nntnk mengontrol 

tindakan tembak di tempat agar t1dak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

l. Sec~ra Teoritis 

a. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pengernbanga.n 

ilmu lmkum dan mendalami tugas dan kewenangan Kepolisian. 

b. Dapat dijadikan sebagai re.terensi awal untuk menelaal1 lebih dalam lagi 

ma.kna, pemberlakuan, dan ketentuan dari tembak di tempat oleh Kepolisian 

se1ia aturan yang mengatumya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi pemerintah dalam hal iustansi yang terkait diharapkan hasi) penelitian ini 

menjadi masukan dan sumbangan pemik.iran kepada pihak yang benvenang di 

dalam menerapka11 hu.kurn. 

7 
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b. Bagi masyarakat 11ntuk lebih meningkatkan kesadarnn akan arti pentingnya 

mernatuhi hukum sehingga fLmgsi dan tujuan hukum dapat tercapaL Pada 

sudut pandaug lain untuk lebih mengenal, mernaharni , dan mempelajari lebih 

dalam mengenai ketentuan-ketentuan hukum tembak ditempat oleh 

Kepolisian. 

8 
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2. Lf!raian Tco.-i 

BABU 

LANDASAN TEORI 

Ura ian teori dalam penulisan skripsi ini adalah berupa pemberian 

pengertian operasionaJ terhadap masalah yang akan di teliti . Adaplm nraian teo1i 

yang akan dibahas sebagai berikut : 

2.1.1. Peagertian Tembak Di Tern pat 

Tembak ditempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak 

media masa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya 

berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak ditempat di dalam Kepolisian 

dikenal dengan Smitu Tindakan Tegas, dimana ti.ndakan tegas tersebut berupa 

tindakan tembak ditempat. Bila tembak ditempat diartikan menurut kamus bahasa 

Indonesia, maka dapat ruartikan ; Tembak adalah melepaskan peluru dari senjata 

api (senapan, meriam); Di adalah katadepan untuk menandai sesuatu perbuatan 

atau tempat; Tempat adalah tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi 

keteraagan rusuatu tempat; dan Ditempat adalah menunjukkan keterangan di suatu 

tempat atau Jokasi. Sehingga tembak ditempat dapat diartikan sebagai suatu 

perbuatan bempa meJepaskan peJuru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. 

Bila ternbak ditempat dikaitkan dengan tugas dan wewemmg kepolj sian maka 

tembak ditempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan 

pelurn dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka clisuatu ternpat atau Jokasi . 

Dalam setiap melaknkan tindakan tembak ditempat Polisi selah1 

herpedoman pada suaru kewenangan ya itu kewenangan bertinclak menu11.1t 

9 
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penilaiannya sendiri ha! ini yang senng disalahgunakan oleh oknum anggota 

kepolisian . Kewenangan ini tertulis di da1am Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentaug Kepohsian Negara Republik Indonesia, pasal ini 

dapat disebut dengan kcwenan gan di skresi. 

Baharudin Djafar "Perintah tembak di tempat berlaku bagi pelaku 

kejabatan yang telah meresahkan warga dan akan dilakukan sesuai prosedur serta 

melihat situasi yang ada," Meski demikian, menurut Baharndin, tindakan tegas 

bernpa tembak di tempat hams diseimbangkan dengan Undang-Undang yang 

berlaku di kepoJisian. "Setiap Palisi tahu kapan menembak karena semuanya itu 

diatur oleh undang-undang." Barudin pun mengatakan setiap anggota polisi tetap 

be11indak tegas dalam menangani kasus kejahatan. Hanya saja, ketegasan dalam 

bertindak tidak bisa diukur dari penembakan atau tidak. 

"Ketegasan Palisi bukan dilihat orang yang ditembak mati, tetapi siapa yang 

melanggar 1mkum akan ditindak tegas . "3 

Dalam konteks Polri , tindakan diskresi secara legal dapat dilakukan oleh 

Polri. Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia 

(Pohi) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada.Undang-Undang Nomor 

2 tahun 2002 tentang Kepo1isian Negara Repub1i.k Indonesia : 

a. Pasal J 5 ayat (2) Jmruf k, Kepofoian Negara RepubJik Indonesia sesuai dengan 

peraturan penmdang-1mdangan lainnya benvenang melaksanakan 

kewenangan lain yang tem1asuk dalam lingkup tugas kepolisian; 

b. Pasal 16 ayat (1) hnrnf 1 : Dal am rangka rnenyelenggarakan tugas dibid(Jng 

proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : 

' Bnhnrudin Djnvnr, Tcmbak D1 Fcmpot, 1nnv.lrnri nn -globnl.com. 

10 
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mengadakan tindakan lain menurnt hukum yang bertanggung jawab. Dimana 

tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal J 6 ayat (2), sebagai 

berikut : 

I). Tidak be1tentanga11 dengan suatu aturan lmkum . 

2). Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharnskan tindakan tersebut 

dilakuk:an. 

3). Hukum patut, masuk aka!, dan tennasuk dalam lingkung:m jabatannya. 

4). Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. 

5). Menghonnati hak asasi manusia. 

c. Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalarn melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat 

bertindak menurut penilafannya sendiri . ayat (2) PeJaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan 

yang sangat perh1 dengan memperhatikan peraturan Penmdangundangan, serta 

Kode Etik Profesi Kepo1isian Negara RepubJik Indonesia. 

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), yang berhub1mgan dengan penyelidikan dan 

peoyidikan tindak pidana memmjuk adanya tindakan lain berdasakan .bukum 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang 

memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibarmya dapat 

me1akukan 6ndakan apa saja memm1t hukum yang bertanggnngjav,rab. 

Diskresi berasal dari kata bahasa Inggris "Discretion" yang menurnt 

kamus Oxford , lhe Australian R~ference /Jictionmy yang dih1tip oleh Erlyn 

Indarty mengartikan di skresi atau discretion sebagai : 

11 
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Sedangkan menurnt kamus umum yang disusun oleh Alvina Trent Burrow 

mcngartikan diskresi sebagai : 

"Kemampuan uutuk memilih secara bijaksana atau rnempertirnbangkan 

bagi diri sendiri" 

1 Menurut kamus hukum yang disusun oleh lC.T. Simorangkir, dan kawankawan 

d.iskresi diartikan sebagai : 

"Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi 

menumt pendapatnya sendiri". 

Dengan demikian apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata Kepolisian, 

maka menjadi ~iskre..§i ~t _ ~artj_kan sebagai suatu 

berdasarkan kekuasaannya untuk melakukan suatu tindakan atas 

2.1.2. PcmberJakuan Tembak Ditempat Terhadap Tersangka 

Pada dasamya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersa:ngka 

merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Pohsi, sebelum melakukan 

tindakan tembak ditempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-

baJ yang tercantwn dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Irnplementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi 1\Janusia Dalam Penyelenggaraan 

Tugas KepoHsian Negara Republik Indonesia, diantaranya : 

a. Tindakan dan cma-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu . 

b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan. 

c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah. 

12 
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d. Tidak ada pengecuaiian atau alasan apapun yang diboleh.kan tmtuk 

menggi.maka.n menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum. 

e. Peuggunaau kekuatan dan peuerapau tindakan keras barns dilaksanakan secara 

proporsional dengan t11juan clan sesuai dengan hukum. 

f Penggunaan kekuatan , senjata atau a.lat dalam penerapan tindakan keras harus 

berimbang dengan ancarnan yang diliadapi. 

g. Harns ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan 

tindakan keras , 

h. Kerusakan dan Iuka-Iuka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras 11arus 

seminimal mungkin. 

Bila tindakan keras atau penggunan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh 

maka pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan 

benar-benar dan dipenmtukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai 

dengan pasal Pasal 47 ayat (1), Sela.in itu menurut ayat (2) pemberlakuan tembak 

ditempat terhadap tersangka oleJ1 petugas Kepobsian dapat digunakan untuk : 

a. Dalam menghadapi keadaan luar biasa. 

b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau Iuka berat 

c. Membela orang Jain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat . 

d. Mencega11 terjadinya Juka berat a.tau yang mengancam jiwa orang. 

e. Menahan, mencega11 atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan 

melaknkan tindakan yang sangat membahayakan jiwa. 

f Memmgani situasi yang membahayakan _jlwa, dimana langkah-langkab yang 

lebih hmak tidak cukup. 

13 
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Dalam menghadapi tersangka yang melaknkan tindak kejahatan polisi 

terkadang harns dilakukan tindakan kekerasan yang rnenjadi suatu kewenangan 

tersendiri bagi polisi. Dalam tenninologi hukum. kewenaugan tersebut disebut 

sebagai tindakan diskresi . Menurut Unt1mg S Radjab dalam b11kunya Kedudu kan 

dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan berpendapat 

babwa: 

"Untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering 
dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakm kekerasan, yang secara 
faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. 
Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Palisi pada posisi 
dipe.rbolehkan bertindak apa saja. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
dan Konvensi-Konvensinya menyatakan keadaan ini sebagai tindakan 
kekerasan yang e.ksepsional. Hal ini juga disebut dengan diskresi". 6 

Rational Choice Theory berasumsi bahwa seseorang dapat membuat suatu 

keputusan dengan suam rnjuan tertenn1 didalam pemikirannya, dan individu 

membuat beberapa solusi diiringi dengan kehendak be bas setiap indi vi du. 

Rational Choice Themy, digll11akan pada pembuatan strategi pengurangan jumlah 

tindak kejahataiL Walaupun begitu, teori ini juga dapat digunakan untuk 

menjelaskan bagaimana seseorang bertindak atau memutuskan pilihan pada 

beberapa alternatif tindakan. Dalam konteks diskresi Kepolisian, teori ini juga 

dapat digunakan tmtuk menjelaskan mengapa seorang petugas Polisi memutuskan 

untuk memiJili suatu tindakan tertentu di banding alternatif yang lain. 7 

Terjemahan Palisi atas hukum ih1 mernpakan realitas hukum yang 

sebenarnya. Sehingga, da]am persoalan penegakkan hukum, pribadi Pohsi 

menduduki peranan sentral. 8 

6Untung S Radjab, Ked11d11kan dan F1111gsi Polisi Republik Indonesia Dalam 
Sis/em Ketalanegaraan 

7 
Tindak Ke/aha ton, "'' w.harian-global.com. 

8 Agus Wari yanto, Karongan Kha.1·, Suara !Vferdeka. 
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Dalam hal ini Reserse Kriminal selaku nnsur teknis operasional , 

Bareskrim bertugas menemukan pelaku pelanggaran hukum maupun kejahatan 

unruk diproses sesuai lrnkum yang berlaku karena lebih memfokuskan pada 

tindakan atau penindakan terhadap para pelanggar hukmn. 

Bareskrim Polri lebih dominan dalam upaya represif dmipada preventifoya. 

Resei-se melaksanakan praktek-praktek kepohsian represif dilli penyidikan, 

penanggkapan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan sampai penahanan. 

Menurut Joseph J. Senna & Larry J. Siegel Terdapat beberapa hal yang 

me1atarbe1akangi dilakukannya diskresi, yaitu: 

a. Legal.factors. Hal ini terkait dengan keseriusan dari kejahatan yang dilakukan, 

senjata yang digunakai1, tipe kejahatan, dan Iuka yang ditimbulkan akibat 

kejahatan yang dilakukan. 

b. Env;ronmental factors. Hal ini terkait dengan kondisi sosial, sikap masyarakat, 

dan fasilfras perawatan. 

c. Departmental factors. Hal ini terkait dengan perintah atasan, supervisor, dan 

kelompoknya. 

d. S;tuational factors. Hal m1 terkait dengan cam bersikap, tempat kejadiilll 

kejahatan, keberadaan saksi. 

e. Er:tralegalfactors. Hal ini terkait dengan kelas sosial, ras, gender, umur. Misal 

apabila pelaku penyimpangan berasal dari ras yang sarna dengan polisi maka 

kemungkinan terjadinya diskresi akan Jebih besar di banding yang berbeda ras . 

Prinsip-P:iinsip Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh polisi pada 

dasamya tennasuk dalam Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB) tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak 
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Hukum yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang Perlindungan Kejahata:n 

dan Perlakuan Terhadap Pelanggar Hukum Tata Te11ib bagi Petugas Penegak 

HukumPBB. 

Dalam Pasal 3 Tata Te11ib Bagi Petugas Penegak Hukum menjelaskan 

bahwa petugas penegak hukum hanya boleh mengtmakan kekerasan bila sangat 

diperlukan dan hanya sebatas yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan 

mereka. Penggtmaan senjata api dianggap sebagai langkah yang ekstrim/langkah 

terakhir. Berbagai upaya harns dilakukan imh1k mencegah penggunaan senjata 

api, l<lmsunya ketika menglrndapi anak-anak. Secara wnwn seharusnya senjata api 

tidak digunakan, kecuali bila tersangka melakukan perlawanan dengan se11gaja 

atau membahayakan kehidupan orang lain, dan/atau bila tindakan yang kurang 

keras tidak cukup untuk mengendalikan atau menangkap tersangka. Dalam setiap 

kejadian dimana senjata api digunakan, laporan kepada yang berwenang hams 

segera dibuat. 

Selain itu dalam Ketentuan nomor J 9 dalam Prinsip-Prinsip Dasar tersebut 

menyatakan bahwa pemerintah dan pihak yang berwenang hams memastikan dan 

menjamin bahwa Palisi hams dilengkapi dengan keahlian dan kernampuan yang 

memadai tentang penggtmaan kekerasan dan senjata api. Seperti tertera pada 

peraturan nomor 9, anggota Pofoi tidak boleh menggunakan senjata api untuk 

melawan orang yang dihadapi, kecuaJi dalam rangka membela dili atau membela 

orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah, dan untuk 

mencegah kejahatan lain yang mengancam nyawa. 9 

9 
Sutanto, Buku Ponduon Temang Hok Asasi Jvlanusia Untuk Anggota Polri , Kepolis ian 

Negara Republik Indonesia_ Jakarta_ 2006, hlm. ')0 
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Adapun beberapa prinsip yang hams diperhatikan dalam menggunakan 

tindakan kekerasan terhadap tersangka, yaitu : 10 

<L Ernun Prinsip Penggunaan Kekuatan, yaitn: 

l. Legalitas (Hams sesuai hukum) 

L Nessesifas ( Penggunaan kekuatan memang perlu diambil) 

3. Proporsionalitas (Dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi 

dan tindakan POLRl) 

4. Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaiaannya sendiri 

berdasarkan situasi & kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas) 

5. Preventil(Mengutamakan pencegahan) 

6. Masuk akal (Tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan 

ancaman yang dihadapi) 

b. Enam Talrnpan Penggunaan Kekuatan: 

L Kekuatan yang merniliki dampak deteren (Berupa kehadiran aparat POLRI 

atau kendaran dengan atribut POLRI atau lencana) 

2. Perintah lisan (Ada k01rnmikasi atau perintah, contoh "Palisi, J<mgan 

bergerak ! ") 

3. Kendali tangan kosong lunak (Dengan gerakan membimbing atau kuncian 

tangan yang kecil timbulkan cedera fisik) 

4. Kendali tangan kosong keras (Ada kemungkinan timbulkan cedera, contoh 

dengan bantingan atau tendangan yang melurnpuhkan)\ 

10 Memaharni Peraturan Kapolri. A1atahatidantc/inga.com. 
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5. Kendali senjata tumpul (Sesuai dengan perlawanan tersangka , berpotensi 

Iuka ringan, contoh dengan menggunakan gas air mata dan tongkat polisi) 

6. Kendali dengan menggunakan senjata api (Tindakan terakhir dengan 
. .. 

pe11imbangan membahayakan korban, masayarakat dan petugas) 

c. Enam tingkat perlawanan tersangka atau massa : 

l . Perlawanan tingkat 1 (Contoh diam ditempat dengan duduk ditengahjalan) 

2. Perlawanan tingkat 2 (Bernpa ketidak patuhan lisan dengan tidak 

mengindahkan himbauan polisi) 

3 . .Perlawanan tingkat 3 (Perlawanan pasif dengan tidur di jalan dan diam saja 

walau duperintahkan bergeser hingga hams diangkat petugas) 

4. Per]awanan tingkat 4 (Bertindak defensif dengan menarik, mengelak atau 

mendorong) 

5. Perlawanan tingkat 5 (Bertindak agresif dengan memukul atau menyerang 

korban, petugas atau masyarakat lain) 

6 . . Perlawanan tingkat 6 (Bertindak dengan ancaman yang dapat sebabkan Iuka 

parah atau kematian bagi korban, petugas dan masyarakat) 

Dalam Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Unhlk Anggota Polri 

Terdapat tabel yang menerangkan suatu keadaan yang diijinkam untuk 

menggunakan senjata a.pi , yaitu : 11 

2.1.3. Keadaan Yang Diijinkan Untuk Menggunakan Senjata Api 

Senjata api hanya boleh dipakai dalam keadaan-keadaan luar biasa, senjata 

api hanya boleh dipakai untuk membela diri atau membela orang lain terhadap 

11 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Op. Cit, h!m. 90. 
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ancaman kematian atau Juka-luka berat dan untuk mencegah te1jadinya kejahatan 

berat yang melibatkan ancaman terhadap nyawa, ntuk menahan dan mencegah 

lariuya seseorang yang membawa, mengancam dan yang sedang berupaya 

melawan nsaha untuk menghentikan ancanrnn tersebut sertll dalllm setiap kasus 

dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup menggunakan kekerasan 

dan senjata api dengan sengaja, hanya dibolehkan bila benar-benar melindungi 

nyawa manusia. 

Peningkatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sukar dilakukan pada 

saat terjadi suatu tindak pidana oleb tersangka. Ketika hal ini terjadi, petugas 

penegak hukum mempunyai tanggungjawab sepenulmya, untuk: 

a. Menghargai dan melindm1gi hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap 

saat dan dalam keadaan apapun. 

b. Mematuhi tindakan-tindakan tersebut, dengan tetap melindungi hak-hak asasi 

Jainnya, menyusul dilakukannya tindakan pengurangan oleh pernerintah. 

Dalam hal pemberJakuan tembak diiernpat terhadap tersangka setiap 

anggota Palisi harus memperhatikan Prinsip-prinsip Dasar Penegakkan Hukum 

dimana prinsip tersbut terdiri dari : 12 

a, Legalitas 

Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi, 

hams sesuai dengan .lrnkum yang berlaku. P1insip legahtas dalam hak asasi 

manusia tidak hanya diatur dalam pernndang-undangan nasional, tetapi juga 

secara intemasionaJ. Oleh karena itu, seorang polisi harns mengetahui 

12 Ibid. him. 87. 
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penmdang-undangan nasionaJ dan intemasional yang terkail dengan tugas 

penegakkan hukum 

b. Nesesitas 

Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharusbn anggota polisi untuk 

melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat 

dihindarkan atau dieJakkan sehingga terpaksa meJakukan tindakan yang 

membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, 

prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak 

dapat dielakkan, sebingga penggunaan kekerasan dan senjata api mernpakan 

satu-satunya tindakan yang hams dilakukan. 

Artinya bahwa tidak ada cara lain tmtuk memecahkan masalah dalam mencapai 

sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan , penggunaan senjata api yang 

mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. 

Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga rnasymakat yang tidak bersalah , 

anggota polisi dan tersangka. 

c. Proporsionalitas 

Prinsip proporsionalitas dalam penegakkan hukum, tidak bias disamakan 

dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkata.n Bersenjata. 

Anggota polisi hams menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua 

tindakan, temtama pada saat penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (hanya 

pada saat sangat dibutuhkan). P1insip proporsionahtas daJam penggunaan 

kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat berhadapan de11gan 

keadaan sebagai berikut : 
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l. Tindakan tersangka dan penggunaan sasaran/peralatan (se1tjata ap1, p1sau, 

dan lain-lain) 

2. Keadaan yang m.endesak menimbulkan risiko kematian (warga masyarakat, 

petugas kepolisian dan tersangka) 

3. Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa atau 

keadaan ketika bahaya atau ancaman sudal1 sangat dekat w1tuk terlaksana. 

4. Risiko dengan kemungkinan penggunaan senjata dan kekerasan akan terjadi, 

petugas hams mampu menetukan tingkatan penggunaan kekerasan yang 

akan digunakan. 

Dalam Perpolisian, proporsionalitas tidak bera11i menggunakan 

alat/peralatan yang sama dengan yang digunakan oleh tersangka (misalnya, dalam 

keadaan tersangka menggunakan sebuab pisau, tidak secara langstmg polisi juga 

menggrnrnkan pisau). Selain itu, apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata 

ap1 sudah terpenuhi, maka penggmrnan kekerasan barns dihentikan. 

Proporsionalitas adalab penggunaan kekerasan yang sesuai berdasarkan tujuan 

yang dicapai dan tidak melebihi batas. 

Dalam buktmya Sadjijono mnegemukakan bahwa dalam pemberlakuan 

tindakan tembak ditempat terhadap tersangka oleh polisi harus berdasrkan pada 

asas-asas hukllill yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang 

kepolisian meliputi : 13 

a. Asas legahtas (Legaliteitsbeginsel rechtmatigheid). 

17. 

Y a.it.u asas dirnana tindakan kepolisian harus didasarkan pada peratnran 

pernndang-undangim. 

13 
Sadjijono, J1rngcnn! Hukum Kcpolision. Laksabang Mecliillama. Surabaya_ 200<>. hJm 
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b. Asas kewajiban (Plichmatigheid beginse/ plicmotigheid) , 

Y aitu asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil 

ti.udakautindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan 

tanggungjawab demi kepentin gan umum . f\sas kcharusan/kewajiban mi 

didasarkan pada suatu syarat antara lain : 

I. Tindakan yang dil~ukan tidak bertentangan dengan perundangundangan. 

2. Tindakan yang dilakukan bertujuan nntuk mempertahankan ketertiban, 

ketentraman dan keamanan umum. 

3. Tindakan yang d.ilak-ukan WJtuk melind1mgj hak-hak seseorang. 

c. Asas Partisipasi (deelneming beginsel), 

Yaitu tindakan yang dilahtkan kepolisian diusahakan mendapatkan dukungan 

atau partisipasi dari masyarakat, karena tl1gas-tugas yang diemban oleh polisi 

tidak akan dapat terwujud sesuai dengan harapan tanpa adanya dukungan dan 

partisipasi dari masyarakat. 

d. Asas preventif (Preventife begin.:s·e/) 

Bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada 

penindakan; dan 

e. Asas subsidaritas (suhsidieren beginsel) 

Y akni adalah asas dirnana dalam melaksanakan tu gas dan wewenangnya 

kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerjasama dengan 

berbagai pilrnk baik di dalarn negen maupun diJuar negeri yang bersifat 

fungsional. 

22 
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2.1.4. HakAsasi Manusia dan PoJri 

Hak Asasi Mam1sia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak 

a wal dilahirkan yang bt;rlakn semnm hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa 

pun. Sebagai warga negara yang baik kita mcsti menjunjung tinggi nilai hak azasi 

manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, kehmman, jabatan, dan lain 

sebagainya. Hal yang perlu diingat bahwa Hak asai Manusia merupakan hak yang 

bersifat perlindungan minimal, melekat pada manusia, universal atau berlaku 

umwn, tidak dapat dipisahkan, kesetaraan, tidak dapat dibagi, fundamental, dan 

tidak bersifat absolut. 

Hak Asasi Manusia diatur dalarn Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamana11 dalam negeri yang 

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegak11ya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, 

serta terbmanya ketent:raman masyarakat dengan menjunju11g tinggi Hak Asasi 

Manusia. Pasal 14 ayat (1) menyatakan: "Dalam melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hmuf I: "Kepolisian Negara Republik 

Indonesja bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat 

dan lillgkungan hidup dari gangguan kete1tiban dan/atau bencana tennasuk 

memberi bantuan dru1 pertoJongan dengan menjunjrn1g tinggi Hak Asasi 

Manusia.' ' Pasal 16 ayat (2): "TindakaD Jain sebagaimana dimaksud dalam Ayat 

( 1 ) huruf l adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenubi syarat 

sebagaimana yang dimaksud dalarn huruf E yaitu: ' ' i'v'lenghomrnt-i Hak Asasi 

Manusia." Pasal 19 ayat (1): ''Dalam melaksanakan tugas dan wewena1n.,rnya, 

.2 3 
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Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan 

nonna hak dan mengindahkan nonna agama, kesopanan, kesusilaan, serta 

meitjunjung tiuggi Hak Asasi Manusia. 

Pada dasamya anggota Polri diberikan perlindungan HAJ\.:I dirna 

perlindungan tersebut diatur dalmn Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Dengan adanya 

perlindungan HAM bagi anggota Polri maka dapat merninimalisir adanya 

pe.langgaran HAM yang dilakukan oleh Polri Dimana pelanggaran HAM dapat 

terjadi pada orang-orang yang mempunyai kewenangan. Dalam kaitan tersebut 

berdasarkan Undang-undang, polisi adalah salah satu lembaga yang mempunyai 

wewenang untuk membatasi Hak Asasi Manusia seseorang. 

Sesuai dengan peran Polri dalam memelihara keamanan dan ketert.iban, 

masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan 

kepada masyarakat, rnaka dalam melaksanakan tugasnya tersebut Polri wajib dan 

bertanggimgjawab melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Afanusia, 

yakni: 

a) Dalam rangka perlindungan dan pelayana.n masyarakat, antara lain: 

(l ) Melayani laporan dan pengaduan terjadinya pelanggaran hukwn termasuk 

peJanggaran HAM. 

(2) Memberikan perlind1mgan terhadap tempat-tempat yang te1ah dan 

diperkirakan dapat menjadi sasaran pelanggaran HAM 

b) Dalarn rangka pembimbingan rnasyarakat, antara lain: 

( 1) fv1emberikan infonmsi kepada masyanikat dalam meningkatkan kesadaran 

lmkum dan pemahaman HAM. 

24 
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(2) Mengarahkan dan mendayagunakan masyarakat agar menghonnati hokum 

dan ketentuan HAM . 

(3) Membimbing, mendorong, mengnrahkan dan menggerakkan unsure 

Satpam, Polsus dan unsur potensi masyarakat lainnya untnk mern ban tu 

Polri dalam penegakkan HAM. 

c) Dalam menjaJankan tugas penegakan hukurn, m.isalnya memanggil, untuk 

sebagai saksi, ataupun tersangka , rnenangkap, rnemeriksa, menahan, menyita 

hams sesuai hukum acara, dengan tetap menghonnati HAM dan hak-hak 

masyarakat 1ainnya, dengan tetap rnenjunjung tinggi asas praduga tidak 

bersa1ah (presumtion r~f innocent) meskipun polisi melakukan tindakan awal 

dengan presumtion of'gui!ty (praduga bersalah secara terbatas). 

d) Dalam kehidupan sehari-hari, antara lain : 

(I) Melarang masyarakat melakukan tindakan mam hakim sendiri dalam 

menghadapi pelanggaran HAM atau kejahatan yang terjadi di lingkungan 

masyarakat setempat. 

(2) Memberi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat sehar-hari 

dengan berperilaku yang baik dan sopan dan menghonnati HAM. 

(3) Cepat tanggap dan membantu kelompok rentan yang berpotensi terjadi 

peJanggaran HAM, di.lingkungan ternpat tinggal atau tempat-tempat yang 

dicurigai. 

Pelanggaran HAM dalam rangka perljnclungan HAi'vf dalam melaksanakan 

tugas penegak lmkum dapat te1jadi pelanggaran HAM yang seharnsnya 

ditegakkan. Selama pelaksanaan tngas penegakan berdasarkan ketentuan hokum 

maka hilanglah sifat melanggar HAM misalnya tugas POLRI dalam rnenangkap, 
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rnenahan, memborgol dan sebagainya. Semuanya itu dilaksanakan berdasarkan 

kewenanga1111ya sebagai penegak lmkum. Tindakan kekerasan yang melanggar 

HAM dalam hal-l1al tertentu tiudakau kekerasan dibenarkan oleh Konvensi HAM 

yaitu Pasal 29 Deklarasi Urnurn HAtvJ, tindakan kekerasan tersebtH be1maksud 

untuk menjamin hak orang lain, moral , ketertiban dan keselamatan umurn yang 

hams ditegakkan oleh Undang-Undang. Dimana peran utama kepolisian 

ditunjukkan rnelalui sifat-sifat untuk: melak:uk:an hal-hal berdasarkan pada : 14 

l. Wewenang yang diberikan kepada polisi dalam penangkapan dan penahanan. 

2. Kesanggupan anggota polisi untuk bekerja selama 24 jam setiap ha1i. 

3. Kesanggupan anggota polisi untuk melakukan tindakan segern. 

Sebagai contoh masalah kekerasan secara ymidis yang diatur diatur dalam 

Pasal 89 KUHP yang fainya adalab: "Yang dikatakan melakukan kekerasan itu, 

membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi/lemah". Pasal 89 KUHP ini 

apabila ditafsirkan lebih jauh dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

kekerasan adalah setiap perbuatan dengan mempergunaka11 tenaga badan yang 

tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik, penggunaan kekerasan tenvujud 

dalam tindakan memukul dengan tangan saja, memukul dengan tongkat, 

mengikat., menahan dan sebagainya. Palisi dapat melakukan kekerasan apabila 

secara sa11 dibo1ehkan o1eh bukwn!Undang-Undang. Dalam banyak kejadian 

penggunaan kekerasan pada hakekatnya dilakukan apabila dalam keadaan 

terpaksa sekali, sehingga penggunaan kekerasa1l itu tidak dapat dilakukan 

sewenang-wena.ng, rnelainkan dibatasi oleh hukwn sehingga dapat dikatakan 

hukum mencegah penggunaan kekerasan yang sewenang-wenang. 

14 
HAM dan Penegakan Hukum, (Human Righr.1· and Law Enforcement) A-tmnm/ 

Pela1ihon HAM hagi Polisi , Nern York dan Jenewa, 1997 
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Namun disisi lain hukum juga membolehkan penggunaan kekernsan 

apabila dalam keadaan terpaksa sekali misalnya diatur dalam Pasal 49 ayat ( 1) 

KUHP yang isinya adalah sebagai berikut: ''Barang siapa melakukau perbuatan 

yang terpaksa dilakukannya untuk mempe11ahankan dirinya atan diri orang lain, 

mempertahankan kehormatan atau harta sendiri atau kepunyaan orang lain, dari 

apa serangan yang melawan hak dan mengancam dan segera pada saat itu juga, 

tidak boleh dihukum". Penggunaan kekerasan tennasuk dengan senjata api oleh 

POLRI yang pelaksanaannya mempedomani asas legalitas dan asas kewajiba.n 

serta kewenangan diskresi Kepolisian untuk menilai situasi yang dihadapi anggota 

POLRI saat itu. 

Berdasarkan ketentuan/perahiran tentang HAM, lmsur-unsur dari 

penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang merupakan 

pelanggara.I1 HAM yang dilakukan oleh aparat pada saat melaksanakan tugas, 

yaitu: 

1. Bahwa telal1 ada suatu ti.ndaka.I1 mengurangi hak b.idup seseorang 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang HAlvL Pengmangan 

hak hidup seseorang tersebut dilakukan dengan cara memakai kekerasan 

berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai denga.n prosedm. 

2. Bahwa seJain merupakan tindakan pembatasan hak hid up seseorang, 

penggunaan senjata api oJeh aparat kepolisian juga mempakan tindakan 

penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (l) Unda.I1g-undang 

HAM. Dimana aparat kepolisian bertindak diluar batas kemanusiaan ketika 

sedang melaksanakan tugasnya dan tidak lagi menghormati hak hidup 

seseorang. 
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3. Bahwa perbuatan pengurangan hak hidup seseorang dan tindakan penyiksaan 

yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saaat melaksanakan tugasnya, 

klrnsusnya pada saat menggunakan senjata api telab melanggar kewajiban dan 

tanggung jawab dari kepolisian sebagai bagian da1i peme1intah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 71 Undang-undang HAM , yang menyebutkan bahwa : 

"Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghonnati, mehndungi, 

menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam Undang-undang ini, 

peraturan penmdang-undangan lain dan lmkum intemasional tentang HAM yang 

diterima oleh Negara Repubhk Indonesia". 

2.1.5. Profesionalitas dan Pengendalian Diri Terhadap Tindakan Tembak Di 

Tempat OJeh Polisi. 

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai 

penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin 

canggih, seiring dengan perkembangan dan kernajuan jaman. Profesionalisme 

merupakan kemabiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh peugetahuan, 

sikap, keterampilan dan kematangan emosional dalarn melaksanabn tugas 

dibidang masing-masing selaras dengan ketenh1an hukum yang berlaku sehingga 

memberikan basil kerja maksima1 sesuai dengan standar (intemasional) 

pekerjaannya. Profesfonal berarti memaJakukan sesuatu keahlian sebagai 

pekerjaan pokok. Terdapat empat indikator yang dapat dilihat dalam diri 

seseorang profesional yaitu : 

l. Kompeten (competence) adalah memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

sikap emosional yang mata:ng. 

28 
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2. Keterkaitan (connection) adalah keterkaitan antara pengetahuan, sikap dan 

keterampilan dengan pekerjaan yang dilakukan. 

3. Konsisten (consis1ence) adalah satunya kata dengau perbuatan secara 

berkesinarnbungan . 

4. Komitmen (commitment) adalah mencintai bidang tugas yang dilakukan . 

Profesionalisme merupakan tingkah laku etis dan pemeliharaan tata cara 

menghadapi masyarakat oleh petugas penegak hukum hams sesuai dengan 

prinsip-prinsip menghonnati dan menaati hukmn, menghonnati martabat manusia, 

dan menghonnati dan melindungi Hak Asasi Manusia. Ketiga prinsip tersebut 

termuat dalam ketentuan berperilaku sebagai kerangka kerja berperilaku 

profesional dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas penegak hukum bagi selumh 

institusi kepolisian. Profesiona]jsme memiliki Iandasan alnmtabilitas yang pen ting 

guna menjamin bahwa polisi secara nmum maupun secarn individu bertanggung 

jawab atas tindakan-tindakan mereka terhadap orang-orang yang mereka Jayani 

maupun masyarakat luas. 

2.1.6. Azaz Pracluga Tak Bersalah. 

Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke-11 dikenal di dalam sistem 

lmkum Common Law, khususnya di Inggeris, dalam Bill of Rights ( 1648 ). Asas 

Jmkwn ini diJatarbelakangi oJeh pemikiran individuahstik- Jiberahstik yang 

berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini . Di dal am sistem 

peradilan pidana (criminal justice system ) berdasarkan system bukum Common 

Law, asas hukum ini rnernpakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu 

proses telah berlangsun g jujur, adil , dan tidak memihak (due process !.!lkn1'). Asas 

praduga tak bersalah mernpakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip due 
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process. Friedman menegaskan bahwa, prinsip "due process'' yang telah 

me]embaga da1am proses peradilan sejak dua rntus tahun yang lampau, kini telah 

melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosiaL Konsekuensi logis dari asas 

praduga tak bers<llah ini maka kepada tersangb atau terd<lkwa diberibn hak oleh 

hukwn untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merngikan 

dirinya di muka persidangan (the right q/non-selfincn·mination), dan untuk tidak 

memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses 

persidangan (the right to remain silent). 

Di da1am hukum acara pidana Be1anda, kepada tersangka/terdakwa hak 

seperti itu dijamin dan dilindungi sedemikian rupa sehingga jika penyidik 

memaksa keterangan dari tersangka/terdakwa, maka tersangka/terdakwa diberikan 

hak untuk mengajukan "review" kepada "examining judges" untuk memeriksa 

kebenaran "review" dari tersangka/terdakwa. Hak seseorang tersangka untuk tidak 

dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilru1 yang menyatakan sebaliknya 

(praduga tak bersa1ah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat abso1ut, baik 

dari sisi formil maupun sisi materiel, karena hak ini tidak tennasuk "non

derogable rights" seperti halnya hak unh1k hidup atau hak unhlk tidak ditunhrt 

dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). 

Bahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Perubahannya, .sama 

sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah; asas ini hanya dimuat dalam Pasal 

8 Undang-Undang Nomor 4 talmn 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di 

dalam Penjelasan Urnum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. 

Rumusan kahmat dalam Pasal 8 Undang-Undang Keknasaan Kehakiman Nomor 

4 Tahun 2004 dan Penjelasan Umum KUHAP,adalah: 
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''Setiap orang yang disangka , ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau 

dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada 

putusau pengadilau yang menyatakan kesalahaimya, dan telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap" . 

Rumusan kalimat tersebut di atas, berbeda maknanya secara signifikan 

dengan 

rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 paragraf 2, Konvenan 

lnternasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik, yang dinunuskan dengan kalimat 

singkat: 

"Everyone charged with criminal offence shall have the right to be 

presumed innocent until proved guil~}' according to law". 

"Setiap orang yang ditillltut dengan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak 

bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum" 

Konvenan tersebut tidak hanya menegaskan, hams dianggap tidak bersalal1 

sampai dibuklikan berdasarkan Wldang-undang; bahkan, tidak menegaskan juga 

masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas 

toleransi seseorang dapat dinyatakan bersalah. Pembuktian kesalahan seseorang 

berdasarkan berdasarkan sistem lrnkmn Common Law sering ditegaskan deugan 

bunyi kalimat, "proven guilty beyond reasonable doubt", yang berarti, 

"(Dinyatakan) BersaJah berdasarkan bukti-bnkti yang sangat kuat atau tidak dapat 

diragukan sama sekaJi"; bandingkan dengan rumusan kalimat," (Dinyatalrnn) 

Bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". 

Untuk mencegah tafsir hukum yang berbedH-beda di atas, tarnpaknya 

soll1si realistik telah diberikan oleh Kovenan, yaitn dengan merinci luas lingkup 
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atas tafsir hukum "hak untuk dianggap tidak bersalah", yang meliputi 8 (delapan) 

hak, ya.itu : 

a. Hak uutuk diberitahukanjeni.s kejahatan yang d1dakwakau ; 

b Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya 

dan berkonumikasi dengan penasehat hukum yang bersangkutan ; 

c. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; 

d . Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan; 

e. Hak untuk didampingi penasehat lmkum jika yang bersangkutan tidak rnampu; 

f Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawan dengan yang 

bersangkutan; 

g. Hak untuk memperoleh penerjema11 jika diperlukan oleh yang bersangkutan; 

h. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak 

untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya. 

Sejalan dengan Konvenan tersebut, asas praduga tak bersalah hams diartikan, 

bahwa selama terhadap seorang tersangka/ terdakwa diberikan secara penuh hak

hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tsb, maka selama itu pula 

perlindungan atas asas praduga tak bersala11 , telah selesai dipenuhi oleh lembaga 

penegak hukum. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah 

yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majeJis hakim (akan kesalahan 

terdakwa), Jiarus diartikan sebagai akhir dari perlindnngan hukum atas hak 

terdakwa untuk dianggap tidak bersalah .15 

15 Romli Atmas asmi t;i, A ms Prad11ga 'fok Bena/ah, Word Press .com 
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2.2. Kerangka Pemikiran 

Asas kepastian hukum tertuang dalarn Undang-Undang Dasar 1945 alinea 

kc empat tentang keadiian sosiaJ. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam tata 

u111ta11 peraturan hukum di Indonesia, merupabn pernturan hukum tertinggi yang 

menjadi dasar bagi peraturan-peraturan dibawahnya . Dalam Pasal 1 Ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan balnva Negara Indonesia adalah 

negara hu.kum (rechtsraOI) , dimana negara lmkum adaiah negara yang 

penyelenggaraan kekuasaann peme1intahannnya didasarkan atas hukum dan 

menempatkan hukmn sebagai hal yang tertinggi. Menurut Wirjono Prodjodikoro 

bahwa Negara hukum yaitu Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya 

alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakaimya baik terhadap para 

warga nega.ra maupun dalarn negarn saling ber1rnbungan masing-ma.sing, tidak 

boleh sewenang-wernmg, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku dan semua orang (penduduk) dalam hubungan 

kemasyarakatan hams tunduk pada peraturan-peranirai1 hukwn ym1g berlaku. 

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau 

perilaku melai1ggar lmkum pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada 

menentlikan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hah ini berkenaan 

dengan berlakunya asas legaUtas sebaga.irnana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (I) 

KUHP. Bunyi PasaJ J ayat (1) KUHP tersebut, yaitu: 16 

Tiada suatu pecrbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana 

daJarn Undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan .itu. 

16 R. Soesilo, K//ah U11dang-U11da11g Hukwn Pidana, Politeia. Bogor. 1996, hlm. 27. 
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Semangat Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut telah ditegaskan oleh Pasi'll 28-1 ayat 

( 1) Undang-1mdm1g Dasar 1945 dan dengan demikian memperoleh jaminan secara 

konstitusional. Lengkapnya bunyi Pasal 28-l ayat ( l) adalah sebagai berikut : 17 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa , hak nntuk kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, beragama, hak untuk tidak diP.erbudak , hak nntnk diakui sebagai pribadi di 

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surnt 

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apC1pun. 

SaJah satu tugas Polisi adalah menegakkan hukum yang di dalam banyak 

digunakan penerapkan hukum atau Undang-Undang. Dalam kenyataannya 

banyak ketentuan Undang-undang yang didalam penerapannya dilapangan 

membutuhkai1 diskresi kepolisian, hal ini disebabk311 karena situasi dan keadaan 

yang dihadapi aleh Palisi dilapangan sangat berbeda. Misalnya Pasal 5 ayat La 

butir ke-4 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut : Karena kewajibannya 

(setiap anggota polisi) mempunyai wewenang untuk rnengadakan tindakan lain 

menurut hukwn yang bertanggung jawab. 

Arti dari pasal 5 ayat l .a butir ke-4 KUHAP amat luas dan tidak mudah 

diterapkan dalam tindakan Kepalisian, karena seorm1g Palisi hams memiliki 

kemampuan untuk menafsirkan Undang-undang, walaupun sudah ada 

penjelasannya pad.a KUHAP Pasal 5 ayat 1.a butir ke-4. Adapun batasan dari 

Pasal 5 ayat I tentang tindakan Jain, yaitu : 

I. Tidak bertentangan dengan aturan lrnkum . 

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharnskan dilakukannya tindakan 

jabatan. 

17 Sutan Remy Sjahdeini. l'ertanggung;owabon J'idona Korpom i, Grafiti Pers Cetahan 
kedua, Jak<irtn, 2007. him. 26 
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3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan tennasuk dalam lingkungan 

jabatarmya. 

4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkau keadaan memaksa. 

5. Tvlenghonnati Hak Asasi Manusi(l . 

Sudah tentu dalam melaksanakan tugasnya, Palisi dapat menggunakan 

kekerasan asal dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh peraturan 

Perundang-undangan. Jadi disatu sisi hukum mencegah kekerasan yang semena

rnena, naimm disisi lain hukum boleh menggunakan kekerasan apabila dalam 

keadaan terpaksa. Hal ini sesuru dengan Pasal 18 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 yang berbunyi : 

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 

sendiri. 

Dalam bertugas dilapangan anggota Palisi dituntut dapat menerapkan 

PasaJ Undang-undang yang kadang-kadang belum diatur jelas ketentuannya, 

untuk itu penerapan diskresi Kepolisian perlu dipelajari Palisi dan perlu dipahami 

model-model pennasalahan apa yang dapat didiskresi. 

Penggunaan senjata api dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi·fungsi 

tersebut bukanlah Jrnl yang mustahiJ , penggunaan senjata api secara fonnal diatur 

dengan ketat. Umpamanya, saat menghadapi bentuk-bentuk ancaman/per.lawanan, 

ancaman terhadap anggota Polri , a1Jcaman terlladap masyarakat dan ancaman 

terlrndap djri tersangka itu sendiri. 

Azas-azas penggunaan senjllta api yang berpatokan pada asas legalitas 

(setiap tindakan Kepoli sian harus didasarkan p<lda ketentuan atau pernturan yang 
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berlaku) dan asas kewajiban serta kewenangan diskresi (penggunaan senjata api 

harns mempertimbangkail manfaat dan kepentingannya serta hams ditujukan 

untuk terwujudnyll kepastian hukum dan menjamin kepentingan mnum). 18 

Tindakan-tindakan yang dilakukan sebelurn meningkat pada taraf 

penggunaan senjata api lebih dulu dilakukan pengawasan Polisi dimana dilakukan 

untuk me1ihat pada sasaran sampai sejauh mana pelanggaran hokum telah 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, kemudian Palisi tersebut memberikan 

peringatan dan aitjuran dimana diberikan kepada seseorang atau sekelornpok 

apab1la diketahui akan terjadi suatu pe1anggaran hukum yang mengganggu 

keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Penggunaan kekerasan dengan senjata api dalam tugas Polisi mempakan 

tindakan paJing terakhir, apabila penggunaan kekerasan den gan suara keras dan 

penggunaan kekerasan dengan tenaga jasmani tidak berhasil untuk mengatasi 

ancainan yang dapat menyerang anggota Polisi tersebut dai1 Masyarakat. 

Penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh anggota Palisi harus tedebih 

dahulu memperhatikan asas-asas sebagai berikut : 

1 . Asas Legalitas 

Asas Jegalitas adalah setiap tindakan polisi hams didasarkan kepada peraturao 

perundang-undangan (Asas JegaJjtas ini berlaku pula terhadap ketentuan 

penggunaan senjata api oleh Pohsi dimana pengg1maannya harns berdasarkan 

Undang-undang). Rwnusan mengenai kepastian hokum sebagaimana diamanatkan 

dalarn Pasal I ayat (1) dikenal sebagai asas legahtas. Em brio daii asas legalitas 

18 ArmanpasMi bu. Pcnyimpongan Tembak di J'empm oleh Apo rm Kepolisian Sebuoh 
Penyimpangan Arri Keadilon, IYordpress.com 
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tersebut diceuskan oleh Montesquieu dalam bukunya L 't\prii des Lois dengan 

tujuan untuk melindungi manusia dar:i tindakan kesewenang-wenangan, 19 

2- Asas Plichtmigheid (asas kewajiban) 

Menurut Oemar Seno Adji asas kewajiban adalah setipa tindakan Polisi hams 

berdasarkan pada kewenangan hukum ym1g diberika11 kepada Polisi yang 

bersangkutan, dan didasarkan kepada kewajiban Polisi untuk bertindak meugatasi 

gangguan Kamtibnas yang sedang terjadi, berdasarkan penilaian dari Anggota 

Polisi yang bersangkutan, dengan Asas ini memperkenankan Polisi mengambil 

langkab dan tindakan dalam keadaan terpaksa, untuk mengatasi gangguan atau 

keamanan dan ketertiban umum, 20 

3. Asas Keseimbangan 

Asas keseimbangan adalah ada keseimbangan antara kepentingan hokum yang 

dibela dengan kepentingan hukum yang dilanggar. 21 

2.3. Hipotesis 

Melilrnt dari beberapa uraian diatas maka penulis mena1ik suatu hipotesa 

bahwa hal yang utama dapat dilal1Jkan untuk mewujudkan terkontrolnya tindakan 

keras kepolisian berupa teinbak ditempat adalah dengan cara meningkatkan SOM 

(Sumber daya manusia) Kepolisfan yang memadai dan mencukupi dari segi 

kualitas, yakni de.ngan cara pemelihararu1 kesiapan personil Polri, berupa 

perawatan kemampuan, pembinaan mental, pengembangan kekuatan personil , 

peni11gkatan kualitas pendidikan baik pada tingkan pendidikan pengembangan 

19 
Ermansjah Djaja_ .Hemheranras Konrpsi !Jersornu KPi(. Sin:ir Gmfika Jakan a 

2008.hlm. 3 7. 
20 

Sitompul , Op. Cit, hlm 93 
n Ibid. him 97 
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kejuruan dan spesialisasi fungsi kepolisian. Selain itu perlu juga ditunjang dengan 

sarana prasarana yang rnenunjang, dan budaya yang meliputi unsur strnktur (tugas 

y~m.g dilakukan dan dibrikau seca.ra tepat dan beuar) dan substansial (peraturan 

pernndang-undangan ). Apa bi la ketiga unsur (S DtvL struktur, dan subta.nsial) 

tersebut terpenuhi maka akan menghasilkan budaya yang baik. 
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BABU! 

METODE PENELITIAN 

3.1. .Jenis, Sifat, Lokasi dan \Vaktu Penelitian 

3.1.l. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif 

Analitis, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto : 

"Penelitian yang besifat Deskriptif-Analitis, dimaksudkan untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 
gejala-gejala tertentu_ Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, 
agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun 
teori-teori baru. '22 

Penehtian Deskriptif-Analitis dimaksudkan nntuk menggambarkan data 

yang sete]iti mungkin tentang tembak ditempat o]eh petugas Kepolisian terhadap 

tersangka dilihat dari aspek Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia, 

sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi 

masalab yang peneliti paparkan. 

3.1.2 Sifat Peneliti:rn 

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah bersifat metode 

pendekatan Yuridis-Nonnatif. Menurut Ronny Hanitojo Soemitro, bahwa : 

''Metode pendekatan yang bersifat Yuridis-No1matif dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka yang mempakan data skunder dan disebut juga 

dengan peneli.tian hukumkepustakaan. "23 

22 
Soe1jono Soek:mto. Pengontnr Peneliiinn H 1.1/am1_ Uni\·ers itas Indones ia_ Jakarta I 986, 

him. l 0. 
23 

Ronny Hanitijo Soe.mitro. Jl.Jetode Pene!iticm H11kwn don .Jurimetn_ Ghalia Indonesia. - . 
Semarang, l 990. him 9. 
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Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis-Nonrn1tif, karena 

penelitian yang peneliti lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang 

merupakat1 data skunder tentang tindakan tembahk ditempat oleh petugas 

Kepolisian terhadap tersangka yang terjadi di Jndonesia dilihat dari perspeklif 

Hukwn Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia yang ditunjang oleh data primer. 

J.1.2. .Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Polresta Medan 

3.1.4. Waktu Penelitian 

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari 

pengajuanjudul/penyusunan proposal bulan November 2014 s/d Bulan Mei 2015. 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

cara studi kepustakaan dan mengumpulkan data, baik yang ada dalam Jitelatm 

mauptm penmdang-tmdangan yang berlaku, sete1ah data tersebut terkumpul rnaka 

data tersebut diolah dan apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya. 

atau tidak baik dalam hal pasal demi pasal ataupun azas demi azas. Kemudian 

dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara : 

a. Penelitian Japangan (Field Research) yaitu pengumpulan data dengan cara 

mendapatkan instrumen yuridis dari instansi terkait serta pengumpulan 

baJmn-bahan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas 

guna menunjang pembahasan masalah. 

b . Studi kepustakaan (Librmy Research) yaitu dengan mempelajari mate:ri-

rmteri bacaan berupa bukn-buku kanrngan ilmiah , dan peraturan 

Penmdang-undangan yang: berlaku. 
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c. Wawancara (lntervieYI'} berdasarkan kasus yang ada dengan pihak-pihak 

yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

3.3. Analisa Data 

Anali sa data dirnmuskan sebagai suatu proses pengmaian secara sistematis 

dan konsisten terlrndap gejala-gejaJa te1ientu. 24 Dalam penelitian ini, data analisi s 

secara Yu.ridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa: 

"Anahsis data secara Yrnidis-Kualitati( adalah cara penelitian yang 
menghasilkan data Deskriptit:-Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh 
responden secara tertufa atau lisan serta tingkahlaku yang nyata, yang 
diteliti dan di~elajaii sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus 
matematika." 5 

Digunakan Yuridis-Kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari 

peraturan-peraturan yang ada sebagai nonna hukum positif terl1adap masalah yang 

berkaitan dengan tembak ditempat oleh petugas kepolisian terhadap tersangka. 

Dalam analisis data ini penulis telah memperoleh data literatnr, pemndan g-

undangan, kasus tembak djtempat oleh petugas kepoli s.ian terhadap tersangka dan 

hasi1 wawancara da1i petugas kepolisian dari tingkat Kepolisian Sektor hingga 

tingkat Poltabes tentang tembak ditempat oleh peh1gas kepolisian. Kemudian data 

terse.but diolah antara kasus yang telah terjadi dan ditanganj o1eh petugas 

kepolisian (Polresta Medan) dengan perturan pemndang-undangan yang ada 

apakah dalam kasus tersebut telaJ1 sesuai dalam pelaksanaannya dengan 

penmdang-undangan. 

2
• Soeqono Soekamto. Kcsodumn don Kepawhon Hulmm , Rajawali. Jakarta 1982, him 

37. 
25 

Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Ci1, him. 93 . 
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5.1. Kesimpulan 

BABV 

KESI~1PULAN DAN SARAN 

1. Prosedur tembak ditempat di atur dalarn Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Repnblik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-p1insip 

DClsar tentang Penggunaan Kekeras<ln dan Senjata Api oleh Aparatm Penegak 

Hukum dimana petugas memahami prinsip penegakkan hukmn legalitas, 

nesesitas, dan proporsionaJitas_ Sebelum .munggunakan senjata api petugas 

hams memberikan peringatan yang jelas dengan cam menyebutkan dirinya 

sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas, memberi peringatan 

dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat 

tangan, atau meletakkan senjatanya, membe1i waktu yang cukup agar 

peringatan dipatu.hi . SertCt dalarn keadaaiJ yang smlgat mendesak dimana 

penundaan waktu diperkirakan dapat rnengakibatkan kematian atau lukn berat 

bagi petugas atau orang lain disekitamya, peringatan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b tidak perlu dilakukan. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nornor l Talnm 2009 teatang 

Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dimana terdapat tahapan 

dalam penggunaan kekerasan yakni kekuatan yang memiliki dampak 

pencegahan , perintal1 lisan, kendali tangan kosong lunak, kendaJi tangan 

kosong keras, kendali senjata tumpul daan senjata kirnia , kemfali 

menggunakan senjata (:jpi atau al<H lain yang menghentikan tindakan 

tersangka. Namun kepolisian telah tidak sesuai dengan prosedur dalam 
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melaksanakan tindakan keras kepolisian berupa tembak ditempat. Hal ini 

ditunjukan belurn adanya satu pemahaman yang sama antara petugas 

-~ 
kepolisian mengenai tujuan dari . tembak ditempat, belum terpenuhi11ya 

tahapan penggunaan senjata apai yang dikarenakan kurangnya pernaharmm 

pada saat pendidikan dasar atau kejurnan akan tahapan-tahapan penggunaan 

se1tjata api, dan behun adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap 

petugas kepolisian dalam melaksanakan tembak ditempat seperti tidak setiap 

petugas kepolisian dilengkapi dengan pelmu karet. Serta petugas kepolisian 

tidak menjungjung tinggi asas akuntabibtas dalam menjalankan tugasnya 

dimana dalam memberlakukan tindakan tembak ditempat tidak berdasarkan 

peraturan pemndang-undangan yang berlaku, dan tidak mempertimbangkan 

undang-tmdang lain yang berlaku yang berkaitan dengan kasus-kasus yang 

ditanganinya. 

2. Tindakan tembak ditempat terhadap tersangka khususnya dalam 

pemberlakuan asas praduga tak bersalah, dimana asas praduga tak bersalah 

dalam poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP dan 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat dikesampingkan oleh 

petugas kepolisian dalam menangkap tersangka. Pengenyampingan asas 

praduga tak bersalah tersebut hams disertai denga adanya bukti-bukti 

pennulaan yang cnkup dan terpenuhinya asas Legalitas, Nesesitas, dan 

Proporsionalita sesui dengan Pasa] 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 hurnf a. 

Apabila keempat unsur tersebut telah teJ1)enuhi maka petugas kepolisian 

dapat memberlakukan tindakan tembak diternpat terhadap tersangka yang 

melakukan perlawanan atau akan melarikan diri. Palisi juga hams 
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memperhatikan apakah polisi sudah benar dan tepat menentukan bahwa 

seseorang itu dikenakan atau dibeberikan lebel sebagai tersangka, ha! ini 

ditujukan agar Polisi tidak sal.ah. orang dalarn menentukan tersangka, Serta 

pet11gas kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya hams selalu 

berdasarkan pada asas akuntabilitas dimana dalmn setiap menjalankan 

tugasnya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaklL 

J, Upaya yang dilakukan nntuk mengontrol tindakan tembak ditempat agar tidak 

bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal yang utama dapat dilakukan 

untuk mewujudkan terkontrolnya tindakan keras kepolisian bernpa tembak 

ditempat adalah dengan cara meningkatkan SDM Kepolisian (Samber daya 

rnanusia) yang memadai dan mencukupi dari segi kualitas, yakni dengan cara 

pemeliharaan kesiapan personil Polri, berupa perawatan kemampuan, 

pembinaan mental, pengembangan kekuatan personil, peningkatan kualitas 

pendidikan baik pada tingkan pendidikan pengernbangan kejuruan dan 

spesialisasi fongsi kepolisian hal ini sesai dengan isi dalam Pasal 11 Perkap 

Nomor 1 Talmn 2009 dan poin ke-18 sampai 21 Prinsip-Prinsip Dasar 

Tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparatur Penegakan 

Hukmn, Selain itu perlu juga ditunjang dengan sarana prasarana yang 

menunjang, dan budaya yang meliputi unsnr struktur (tugas yang dilakukan 

dan dibnlrnn secara tepat dan benar) dan substansiaJ (peraturan 

penmdangundangan) . Apabila ketiga unsur (SDM, struktur, dan subtansial) 

tersebnt terpennhi rnaka akan menghasilkan budaya yang baik. 
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5.2. Saran 

1. Diperlukannya penguasaan pengendalian diri dan pemahaman akan prosedur 

tindakan keras Kepolisian. khusunya tindakan keras menggunakan senjata api 

terhadap tersangka, mempenimbangkan hal-hal yang lebih penting atau 

pencapaian tujuan hukum dalam pengambilan keputusan oleh petugas 

Kepolisian m1tuk melakukan tindakan keras atau tidak terhadap tersangka. 

Selain itu diperlukannya Undang-undang khusus yang seharnsnya mengatur 

secara tegas mengenai prosedur tembak di tempat yang dianggap terlalu 

mudah untuk mengambil suatu keputusan w1tuk melakukan tembak di tempat 

seperti yang terdapat dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 8 Talmn 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar 

tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak 

Hukum. Jika hal ini tidak diatur secara tegas, maka bisa terjadi penyalah 

gunaan wewenang terhadap penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian. 

2. Khusus nntuk tindakan keras Kepohsian bernpa tembak ditempat 

pemberlakuan terhadap asas praduga tak bersalah oleh petugas Kepolisian 

dapat dikesampingkan . Pengenyampingan asas tersebut dilakukan bila 

terpeoulrinnya bukti pennulaan yang cukup dan terpenuhinya Pasal 48 Perkap 

Nomor 8 Talmn 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan 

Ke.kerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum. Selain itu perlu 

diadakannya suatu aturan untuk membatasi pemberlakuan asas praduga tak 

bersalah pada poin ke-3 sub c Unda11g-Undang Nomor 8 Talmn 1981 KUHP 

dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahnn 2004 bagi tersangka . Hal ini 

bernuuan agar tidak terjadinya suatu peimihaman asas pradnga tak bersalah 
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oleh setiap pelaku tindak pidana secara berlebihan, sehingga asas praduga tak 

bersalah tidak dijadikan tameng oleh pelaku tindak pidana. 

3. Saugat perlu adanya upaya untuk meminimalisir tembak di tempat dimana 

dapat dimulai dari kesadaran arn s tugas dan wewenang yan g diberikan 

terhadap petugas kepolisian, adanya atman yang lebih tegas tentang batasan 

pernberlakuan tembak ditempat, dimana batasan tidak hanya berdasarkan 

pada Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009, serta memahami dan mengerti 

akan tindakan tembak ditempat tersebut, adanya sarana dan prasarana yang 

menunjang bagi petugas kepolisian, dan setiap calon anggota kepolisian 

memilki SDM yang baik. 
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